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PRES I DEN 
REPUBLIK INDONESIA 

PERA TURAN PRESIDEN REPUDLIK INDONESIA 

NOMOR 54 TAHUN 2007 

TENTANG 

TUNJANGAN JABATAN. FUNGSIONAL DOKTER, DOKTER GIGI, 

APOTEKER, ASISTEN APOTEKER, PRANATA LABORATORIUM . 
I 

KESEHATAN, EPIDEMIOLOG KESEHATAN, ENTOMOLOG KESEHATAN, 

SANITARIAN, ADMINISTRATOR KESEHATAN, PENYULUH KESEHATAN 

MASYARAKAT, PERA WAT GIGI, NUTRISIONIS, BIDAN~ PERA,VAT, 

RADIOGRAFER, PEREKAM MEDIS, DAN TEKNISI ELEKTftOMEDIS 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, 

Menimbang : a. bahwa Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan ditugaskart .secara 
1 I • 

penuh dalam iabatan Fungsional Dokter, Dokter Gigi, Apoteker, 

Asisten Apoteker, Pranata Laboratorium Kesehatan, Epidemiolog 

Kesehatan, Entomolog Kesehatan, Sanitarian., Administrator 

Kesehatan, Penyuluh Kesehatan :Masy~akat, Perawat Gigi, 

Nutrisionis, Bidan, Perawat, Radiografer, Perekam Medis, dan 
-, 

Teknisi Elektromedis, perlu diberikan tunjangan jabatan 
' 

fungsional yang sesuai dengan beban kerja dan tanggung jawab 

pe kerj aannya; 

b. bahwa s~hubui'1gan dengan hal tersebut pada huru.f a dan dalam 
" rangka meningkatkan kesejahteraa, dan produktivitas kerja 

Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan, dipandang perlu 

mengatur Tunjangan Jabatan Fungsional Dokter, Dokter Gigi, 

Apoteker, Asisten Apoteker, Pranata Laboratorium Kesehatan, 

Epidemiolog Kesehatan, Entomolog Kesehatan, Sanitarian, 

Administrator ... 
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Administrator Kesehatan, Penyuluh Kesehatan Masyarakat,. 

Perawat · Gigi, Nutrisionis, Bidan, Perawat, R.adiog-:afer, ~erek~ . 
Medis, dan Teknisi Elektromedis den3aii. Peratw·an Presidcn; · 

I 

I. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasa: Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-poko~ 

Kepegawaian (Le!nbaran Negara Republik Indonesla Tahun 1974 

Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 

Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indcnesia 

Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 3890); 

3. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Perahrran 

G~ji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 3098) sebagaimana telah beberapa kali diubah, 

terakhir1. dengan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2007_ 

(Lemb~an Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 25); 

4. Peratur:m Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan 

Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik 

Indonesia TahWl 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara 

Repablik Indonesia Nomor 3547); 

5. Keputusan Presiden Nomor 87 Trumn 1999 tentang Rumpun 

Jabatan Fungsional Pegawai Negeri 3ipil; 

ME.MUTUSKAN : ••• 
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MEMUTUSKAN 

Menetapkan : PERA TURAN P!IESIDEN TENTANG TUNJANGAN 

JABATAN FUNGSIONAL DOKTER, DOKTER GIGI, 

APOtEKER, ASISTEN APOTEKER, PRANATA 

LABORATORIUM KESEHATAN, EPIDEMIOLOG 

KESEHATAN, ENTOMOLOG KESEHATAN, SANITARIAN, 

ADMINISTRATOR KESEHATAN, PENYULUH KESEHATAN· 

MASY ARAKA T, PERA \VAT GIGI, NUTRISIONIS, BIDAN, 

PERA\VAT, RADIOGRAFER, PEREKAM MEDIS, DAN 

TE~lSI ~LEKTROMEDIS. 

. Pasal 1 

Dalam Peraturan Presiden ini yang dimaksud dengan: 

1. Tunjangan Jabatan Fungsional Dokter, yang selanjutnya disebut 

dengan Tunjangan Dokter adalah ~jangan jabatan fungsional 

yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan 

ditugaskan secara penuh dalam Jabatan Fungsional Dokter sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang-Wldar..gan. 

2. i'unjangan Jabatan Fungsional Dokter Gigi, yang selanjutnya 

dbebut dengan Tunjangan Dokter Gigi adalah tunjangan 

jabatan fungsional yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil 

yar1g diangka~ dan ditugaskan secara penuh dalam Jabatan 

Fungsional Dokter Gigi sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-ur..<langan. 

3. Tunjanga.~ ... 
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•. 

3. Tunja.11gan Jabatan Fungsional Apoteker. yang selanj!ltnya disebut 

dcngan Tunjangan Apoteker adalah tunjangan jnbatan fungsional 

yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan 
" 

ditugaskan secara penuh dalam J abatan Fungsional Apoteker 

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undang8.n. 

4. Tunjangan Jabatan Fungsional Asisten Apoteker, yang' 

selanjutnya disebut dengan Tunjangan Asisten Apoteker adalah 

tunjangan jabatan fungsional yang diberikan kepada . Pegawai 

Negeri Sipil yang diangkat dan ditngaskan s.ecara penuh dal!llll 

Jabatan Fungsional Asisten Apoteker scsuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan. 

5. Tunjangan Jabatan Fungsional Pranata Laboratoriwn Kes~hatan, 
., . - ~ ··- ' 

yang selnnjutnya disebut dengan TW\iangan Pranata Laboratorium 
; ., . . .. ·. ·,.J ~ '! -

Kesehatan adalah tunjangan jabatan fungsional yang diberikan · 
·. • / -· . .. , .. ' 

kepada ~.,egawai Negeri SipH yang diangkat dan clitugaskan secara 
,~ - !'f . . ·:.~·~/" :(~.·-... 

pen uh dalam Jab a tan Fungsional Pranata Laboratorium K~sehatan 

sesuai dengan kctentuan peraturan perun4ang-undangan. . .. . . 
6. Tunjangan Jabatan Fungsional Epidemiolog Kesehatan, yang 

selanjutnya disebut dengan T~jangan Epidemiolog Kesehatari 

adalah tunjangan jabatan fungsior_al yang diberikan kepa~a · 

Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan ditugaskan secara penuh 

dalam Jabatan Fungsional Epidemiolog Kesehatan sesuai dengan 

ketentuan peraturan pcrunda.ng-undangun. 

7. Tunjangan ... 
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7. Tunjangan Jabatan Fw1gsional Entomolog Kesehatan, yang 

seI'anjutnya disebut dengan TurJangan Entomolog Kesehatan 

adalah tunjangan jabatan fungsio~al yang diberikan kepada 

Pegawai Negeri Sipil yang diangkat clan ditugaskan secara penuh 

dalam Jabatan Fungsional Entomolog Kesehatan sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan. 

8. Tunjangan Jabatnn Fungsional Sanitarian, yang selanjutnya 

disebut dengan Tunjangan Sanitarian adalah tunjangan jabatan 

fur.gsional yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang 

diangkat dan ditugaskan secara penuh dalam Jabatlill Fungsional 

Sanitarian sesua1 dengan ketentuan" · peraturan perundang­

undangan. 

9. Tunjan~m Jabatan Fungsional Administrator Ke.sehatan, yang 

selanjutnya disebut dengan Tunjangan Administrator Kesehatan 

adalah tunjangan jabatan fungsional yang dibcrikan kepada 

Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan ditugaskan secara penuh 

dalam Jabatan Fungsional Administrator Kesehatan sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan. 

10. Tu..'ljangan Jabatan Fungsional Penyuluh Kesehatan l~asyarakat, 

yang sclanjutnya discbut dengan Tunjangan Penyuluh Kesehatan 

Masyarakat adalah tunjangan jabatan fungsional yang 

diberikan kcpada Pegawai Ncgerl . Sipil yang diangkat dan . , • ' .·. 

ditugaskan secara penuh dalam Jabatnn Fungsicnal P~nyuluh 

Kesehatan Masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan. 

11. Tunjangan ... · 
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11. Tillljangan Jabatan Fungsional Perawat Gigi, yang sehmjutnya 

disebut dengan Tunjangan Perawat Gigi adalah tunjmgan jabatan 

fungsional yang diberikan kepada Pegawei Ncgeri Sipil yang 

diangkat dan ditugaskan secara penuh dalam Jabatan Fungsional 

Perawat Gigi sesuai dengan ketentnan' peraturan perundang­

undangan. 

" 12. T1mjangan Jabatan Fungsional Nutrisionis, yang selanjutnya 

disc.but dengan Tunjangan Nutrisionis adclah tunj;mgan jabatan 

fungsional yang diberi.kan kepada Pcgawai Negeri Sipil yang 

diangkat dan ditugaskan secara penuh dalam .Jabatan Fungsional 

Nutrisionis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang­

undangan. 

13. Tunjangan Jabatan Fungsional Bidan, yang selanjutnya disebut 

dengan Tunjangan Bidan adalah ttmjangan jnbatan fungsional 
,;. ~ . 

yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang diang1<at dan '·' 

ditugaskan secara penuh dalam Jabatan Fungsional Bidan sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

14. Tunjangan Jabatan Fungsional Perawat, yang selanjutnya, disebut 

dengan Tunjangan Perawat adalah tunjangan jabatan' fungsional 

yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan 

ditugaskan secara penuh dal~ Jabatul Fungsional Perawat sesuai 

dengan ~cetentuan peraturan perundang-undangan. 

15. Tunjangan Jabatan Fungsional Radiografer, yang selanjutnya 

disebut dengW1 Tunjangan Radiografer adalah tunjangan 

jahatan fungsionaJ. yang diberikan kepada Pegawai Negeri 

Sipil ... 
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Sipil yang diangkat dan ditugaskan secara penuh dalam Jabatan 

Fungsional Radiografer sesuai dengan ketentuan pcraturan 

perundang-un<langan. 
I 

16. Tunjangan Jabatan Fungsional Perekam Medis, yang selanjutnya 

disebut dengan Tunjangan Perekam Medis adal&h tunjangan 
J, ' · t 

jabatan fungsional yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil 

yang diangkat dan ditugaskan secara penuh dalam Jabatan • 

Fungsional Perekam Medis sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan. 

17. Tunjangan Jabatan Fungsional . Teknisi Elektromedis, yang 

sclanjutnya disebut dengan Tunjangan Tclmisi Elektromedis 

adalah tunjangan jabatan fungsional yang dibe1ikan l<epada 

" Pegawa1 Negeri Sipil yang diangkat dau clitugaskan secara penuh 

dalam ~abatan FungsionaJ Telmisi Elektro1'1edis sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Pnsnl 2 

Kepada Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan ditugaskan secara 

penuh dalam Jabatan Fungsional Dokter, Doicter Gigi, Apoteker, 

Asisten Apoteker, Pranata Laboratorium Kesehatan, Epidemiolog 

Kesehatan, Entomolog Kesehatan, Sanitarian, Administrator 

Kesehatan, PenyulUh Kesehatan Masyarakat, Perawat Gigi, _ 

Nutrisionis, Bidan, Perawat, Radiografer, Perekam Medis, dan 

Teknisi Elektrornedis, diberikan tunjangan Dokter, Dokter Gigi) 

Apoteker ... 

'· 
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Apoteker, Asisten ~poteker, Pranata Laboratorium Kcsehatan, 

Epid.erniolog Kesehatan, Entomolog Kc:sehatan, Sanitarian, 
I 

Administrator Kesehatan, Penyuluh Kcschatan Masyarakat, Perawat 
I • 

Gigi, Nutrisionis, Bidan, Perawat, Racliografor, Perekam Medis, dan 

Teknisi Elektromedis setiap bulan. 

Pasal 3 

Besan1ya tunjangan Dokter, Dokter Gigi, Apoteker, Asisten 
II 

Apoteker, Pranata Laboratorium Kesehatan, Epidemiolog Kesehatan, 

Entomolog Kesehatan, Sanitarian, Administrator Kesehatan, 

Penyuluh Kesehatan Masyarakat, Perawat Gigi, Nutrisionis, Bidan, ._ 

Perawat, Radiografe.r, Perekam Medis, dan Telmisi Elektromedis 

scbngnimann dimaksud dnlnm Pasnl 2 adalah scbagaimanu tercantum 

dalam Lampiran I, Lampirm II, Lampiran ill, Lampiran IV, 

Lampiran V, Lampiran VI, Lampiran VII, Lampiran VTII, Lampiran 

!X, Lampiran X, Lnmpiran XI, Lampiran XII, Larnpiran XIII, 

Lampiran XIV, Lampiran XV, Lampiran XVI, dan Lampiran XVII 

Pernturan Presiden ini . 

Pasal 4 

(1) Twijangan Dokter, Dokter Gigi, Apoteker, Asisten Apoteker, 

Pranata Laboratorium Kesehatan, Epidemiolog Kesehatan, 

Entomolog Kesehatan, Sanitarian, Administrator Kesehatan, 

Penyuluh Kesehatan Masyarakat, Perawat Gigi, Nutrisionis, 

Bidan, Perawat, Radiografer, Perekam M~dis, dan Teknisi .. 
Elektromedis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, diberikan 

I 

terhitung mulai tanggal 1Januari2007. 

(2) Sejak ... 
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(2) Sejak mulai tanggal pemberian nmjangan sebagaima.ll.a dimaksud 

pada ayat (I), bagi Pegawai Negeri Sipil ywg telah menerima 

nmjangan Dokter, Dokter Gigi, Apoteker, Asisten Apoteker, 

Pmnata Laboratoriwn Kesehatan, Epidemiolog Kesehatan, 

Entomolog Kesehatan, Sanitarian, Administrator Ktsehatan, 

Penyuluh Kesehatan tJasyarakat, Peraw~t Gigi, Nutrisionis, 

Bidan, Perawat, Radiografer, Perekam Medis, dan Teknisi • . 
Elektromedis berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 

2006 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Dokter, Dokter Gigi, 

Apoteker, Asisten Apoteker, Pranata Laboratorium Kesehatan, 

Epidemiolog Kesehatan, Entomolog Kesehatan, Sanitarian, 

Administrator Kesehatan, Penyuluh Kesehatan Masyarakat, 
:/ 

Perawat Gigi, Nutrisionis, Bidan, Perawat, Radiografer, Perekam 

:Medis, dan Teknisi Elektromedis, k~padanya hanya diberikan 

selisih kekurangan besamya tunjangan Dokter, Dokter Gigi, 

Apoteker, Asisten Apoteker, Pranata Laboratorium Kesehatan, 

Epidemiolog Kesehatan, Entomolog Kesehatan, Sani~arian, 

Administrator Kesehatan, Penyuluh Kesehatan Masyarakat, 

Perawat Gigi, Nutrisionis, Bidan, Perawat, Radiografcr, Pcrckam 

1'1edis, dan Telmisi Elcktromedis. 

Pasal 5 

Pemberian "tunjanran Dokter, Dokter Gigi, Apotekcr, Asisten 

Apoteker, Pranata Laboratorium Kesehatan, Epid~miolog 

' Kesehat~n, Entomolog Kesehatan, Sanitarian, Administrator 

Kesehatan, Penyuluh Kesehatan Masyarakat, Perawat Gigi, 

· Nutrision.is, Bidan, Perawat, Radiografcr, Pcrekam ~!edis, dan 

Teknisi ... 
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Teknisi Elektromedis dihentikan apabila Pegawai Negeri Sipil 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dtangkat dalam jabatan 

struktuntl atau jabatan fungsional lain atau karcna hal lain yang 

mengakibatk~ pemberian tunjangan dihentikan. sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-widangan. 

Pasal 6 

\ 
i 

Kctentuan lebih lanjut yang diperlukan bagi pelaksanaan Peraturan 

Presiden iui, diatur oleh Menteri Keuangan dan/atau Kepala Badan 

Kepegawaian Negara, baik secara bersama-sama maupwi se.cara 

sendiri-sendiri menurut bidang tugasnya ru~ing-masing. 

Pasal 7 

pengan berlakunya Peraturan Presiden ini, maka Pernturan Presiden 

Nomor 47 Tahwi 2006 tl!ntang Twijangan Jabatan Fungsional 

Dokter, Dokter Gigi, Apoteker, · Asisten Apoteker, Pranata . 
Laboratoriu.m Kesehatan, Epideiniolog Kesehatan, Entoruolog 

Kesehatan, Sanitarian, Administrator Kesehatan, Penyuluh Kesehatan 

Masyarakat, Perawat Gigi, Nutrisionis, Bidan, Perawat, Radiografer, 

Perekam Medis, dan Teknisi Elektromedis, dicabut dan dinyatakan 

tidak bcrlal:u. 

Pasal 8 ... 



,• 

•. 

PRESIDEN 
REPUBL.IK INDONESIA 

11 

Pasal 8 

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. 

Ditetapkan di Jakarta 

pada tanggal 28 Juni 2007 

PRESIDEN REPUBiJK INDOl\J'ESIA, 
ttd. 

bR. H. SUSILO BA11BANG YUDHOYONO 
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PRESIDEN 
REPUBLIK INDONESIA 

... 

LAMPIRAN I 
PERATURAN PRESIDEN RfPUBLIK INDONESIA 
NOMOR 54 Tahun Z007 
TA~GGAL : 28 Juni 2007 

TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL 
DO KT ER 

JABATAN FUNGSIONAL JABATAr~ 
BESARNYA 

Dok tor 

. 

TUNJANGAN 

Doktor Utama \, / Ap 1.400.000,00 

- I 

Dokter Madya Rp 1.200.000,00 

Dokter Muda Rp 750.000,,00 

Dokter Pertama Rp 325.000,00 

PRESIDEN REPUBLIK INDONESiA, 
ttd. 

DR. H. SUSILO BAM8ANG YUDHO'IONO 

-
• 

) 
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PRESIDEN 
REPUBLIK INDONESIA 

LAMPIRAN II 
PERATURAN PRESIDEN REPU3llK INDONESIA 
NOMOR 54 Tahun 2007 
TANGGAL : 28 Junl 2007 

TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAt 
DOKTER GIGI 

JABATAN FUNGSIONAL JABATAN BESARNYA 

Dokter Gigi 

TU NJ AN GAN 

Dokter Sigi Utama Rp 1.400.000,00 

Dokter Gigi Madya Rp 1.200.000,00 

~okter Gigi Muda Rp 750.00,0,00 

Dokter Gigi Pertama fip 325.000,00 

,- .. : ' 

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, 
ttd. 

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO 

• 
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PRESIDEN 
REPUBLIK INDONESIA 

LAMPIRAN Ill 
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK fNOONESIA 
NOMOR 54 Tahun 2007 
TANGGAL : 28 Juni 2007 

·~UNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL 
APdTEKER 

JABATAN FUNGSIONAL JABATAN BESARNYA 

Apoteker Apoteker Utama 

Apoteker Madya 

Apoteker Muda 

Apoteker Pertama 

. 

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, 
ttd. 

TUNJANGAN 

' 

Rp 1.400.000,00 

Rp 1.200.000,00 

Rp 750.000,00 

Rp 325.000,00 

DR. H. SUSILO BAMBANG YUUHOYONO 
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PRESIDEN 
REPUBLIK INDONESIA 

LAMPIRAN IV 
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 
~JOMOR 54 Tahun 2007 
TANGGAl. 28 Jurii 2007 

TV'JJANGAN JABATAN FUNGSIONAL 
ASISTEN APOTEKER 

-·--= 

I JABATAN rUNGStONAL JABATAN BESARNYA 

Asisten Apoteker Asisten Apoteker Penyelia 

Asisten Apoteker Pelaksana Lanjutan 

· Asisten Apoteker Pelaksana 

Asisten Apoteker Pelaksana Pemula 

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, 
ttd. 

TU NJ AN GAN 

Rp 500.000,00 
' 

Rp 265.000,00 

Rp 240.000,00 

Rp 220.000,00 

DR. H. SUSILO BAMEANG YUDHOYONO 
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PRESIDEN 
REPUBLIK INDONESIA 

LAMPIRAN V 
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 
NOMOR 54 Tahu~ 2001 
TANGGAL : 2D Junl Z007 

TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL 
, PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN 

JABATAN FUNGSIONAL 

Pranata laboratorium 
Kesehotsn Ahli 

Pranata Laboratorium 
Kesehatan Terampil 

\, 

. \, 

JABATAN 

Pranata laboratorium Kes-:ihatan 
Madya 

Pranata laboratorium Keseha·4an 
Muda 

Pranata Laboratorium K~sehatan 
Pertama 

Pranata Laboratorium Kesehatan 
Penyelia . 
Pranata Laboratorium Kesehatan 
Pulaksana Lanjutan 

Pranata laboratorium Kesehatan 
Pela ks an a 

Pranata Laboratorium Kesehatan 
Pelaksana Pemula 

PRESIDEN REPUBLIK INOONESIA, 
ttd • . 

BESARNYA 
TUNJANGAN • 

Rp 850.000,00 

Rp 600.000,00 

Rp 300.000,00 
' 

Rp E00.000,00 

Rp 265.000,00 

P.p 240.000,00 

Rp 220.000,00 

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO 

-
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PRES I DEN 
REPUBLIK INDONESIA 

LAMPIRAN VI 
PERATURAN PRESIDEN Rt:PUBUK INDONESIA 
NOMOR 54 Tahun 2007 
TANGGAL : 28 Junl 2007 

TUNJANGAN JABATAN.FUNGSIONAL 
EPiDEMIOLOG KESEHATAN 

JABATAN FUl\!GSIONAL JABATAN 

. 
Epidemiolog KesehC\tan 
Ahli 

EpidEmiolog Kesehatan 
Teram~il ~ 

\ 

Epidemioloo Kesehatan Madya 

Epidemiolog Kesehatan Muda 

Epidcmiolog Kasehatan Pertama 

Epidemiolog Ke~ehatan Penyelia 

Epidemiolog Kasehatan Pelaksana Lanjutan 

Epidemiolog Kesehatan Pelaksana 

Epidemiolog Ke5ehatan Pelaksana Pamula 

PRESIDEN REPUBLIK INOONESIA, 
. ttd. 

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO 

BESARNYA 
TU NJ AN GAN . 

Rp 850.000,00 

Rp 600.000,00 
•i \.. ' 

Rp 300.000,00 
' ~ ! 

\.'.:" 

' 

Rp 500.000,00. 
. . 

Rp 265.000,00 ... .. · .. . ~ . 

Rp 240.000,00 
I • 

Rp· 220.000,00 
:, . ; 

., 

I' .. 

.. 



, :ii /, l . 

. ~' 1· "''~ . < 
'<. t 'f \ • ' 

1 I ' ; I 

I : ,. , 

/' ' 
~ 

NO 
JABATAN 

FUNGSIONAL 

1 Entomolog Kesehatan 
Ahli 

2 Entomolog Kesehatan 
Tcrampil 

\ 

.. 
PRESIDEN 

RC::PUBLIK INDONESIA 

LAMPIRAN VII 
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 
NOMOR : 54 Tahun 2007 
TANGGAL : 28 Junf 2007 

TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL 
ENTOMOLOG KESEHATAN 

' 

JABATAN 

Entomolog Kesehatan Madya 

Entomolog Kesehatan Muda 

.Entomolog Kesehatan Pertama 

-
Ento~olog Kesohatan Penyelia 

Entomolog Kesehatan Pelaksann Lanjutan 

Entomolog Kesehatan Pelaksa11a 

Entomolog Kesehatan Pelaksar~ Pemula 

PRESIDEN REPUBLIK iNDONESIA, 
ttd. 

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO 

BESARNYA· 
TUNJANGAN 

: • 
~ • > ' • • • : 

Rp 850.000,00 
i . ' , : 

Rp 600.000,00 
; . ' .. 

Rp S00.000,0,0 

Rp 500.000,00 

Rp 265.000,00 

Rp 240.000,00 

Rp 220.000,00 



. ,' I ( I I \ I .. ,, .. 
/ · . ' 

',\ '/ ·" ' 

/' 

NO 

1 

2 
. 

PRESIOEN 
REPUBL.IK INDONESIA 

LAMPIRAN VIII 
PERATURAN PRESIDE~ REPUBLIK INDONESIA 
NOMOR 54 Tahun 2007 . 
TANGGAL 28 Jun5 2007 

TUNJANGAN JABATAN FUNGSIOl'JAL 
SANITARIAN 

JABATAN 
FUNGSIONAL 

S6nitarian Ahli 

Sanitari'm Terampil 

JABATAN 

Sanitarian Madya 

Sanitarian Muda .. 
Sanitarian Pertama 

Sanitarian Penyelia 

Sanitarian Pelaksana Lanjutan 

Sanitarian Pelaksana 

Sanitarian Pelaksana Pamula 

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, 
ttd. 

OR. H. SUSILO BAMBANG YUOHO~ONO 

.. 
BESARNYA 

TU NJ AN GAN 

• 
Rp 850.000,00 

Hp 600.000;00 

Rp 300.000,00 

--
Rp 5QO.OOO,OO 

Rp 265.000,00 

Rp 240.000,00 

Rp 220.000,00 
' 



- ' \ti, .}>- .,,; I I } 

, " "' I ~ ' ~ · 
" ' I /' ' ; ··_· 
/ 

JABATAN FUNGSIONAL 

Administrator Kesehatan 

PRESIDEN 
REPUBl.IK INDONESIA 

LAMPIRAN IX 
PERATURAN PRESIDEN HEPU~LIK INDONESIA 
NOMOR 54 Tahun 2007 
TANGGAL : 20 Juni 2007 

TUNJANGAN JABATAN FUNGSlONAL 
ADMINISTRATOH KESEHATAN 

JABATAN 

Administrator Kasehatan Madya 

Administrator Kesehatan .Muda 

Administrator Kssehatan Pertama 

' . 

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, 
ttd. . 

BESARNYA 
Tl!NJANGAN 

Rp 850.000,00 

Rp 600.000,00 

Rp 300.000,00 

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO 

• 



J 
, I I j 

I 

NO 

1 

2 

PRESIDEN 
REPUBLIK INDONESIA 

LAMPIRAN X 
PERATURAN PRESIDEN REPUl;JLllC !l\IDONESIA 
NOMOR 54 Tahu11 2007 
TANGGAL : 28 Junl 2007 

TU~UANGAN JABATAN FUNGSIONAL 
PENYULUH KESEHATAN MASYARAKAT 

JABATAN JABATAN FUNGSIONAL 

Penyuluh Kesr:hatan Penyuluh Kosehatan Masyarakat 
Masyarakat Ahli Mady a 

Peryy,uluh Kesehatan Masyarakat 
Mud a 

Penyuluh Kesehatan Masyarakat 
Pert a ma 

renyu!uh Kesehatan Penyuluh Kesehatan Masayarakat 
Masyarakat Terampil Penyelia 

Penyuluh Kesehatan Masyarakat 
Pelaksana Lanjutan 

Penyuluh Kesehatan Masyarakat 
Pelaksana 

PRESIDEN REPUBLIK INOONESIA, 
. ttd. . 

BESARNYA 
TU NJ AN GAN 

Rp 850.000,00 · 

Rp 600.000,00 

Rp 300.000,00 

Rp 500.000,00 

Rp 265.000,00 

Rp 240.00.0,00 

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO 

• 



; ... \ 

' . r • i ~ 

PRES I DEN 
REPUBLIK INDONESl.A. 

LAMPIRAN XI 
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 

JABATAN FUNGSIONAL 

Perawat Gigi 

NOMOR 54 Tahun 2007 
TANGGAL : 28 Juni 2007 

TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL 
PERAWAT GIGI 

' 

JABATAN 

Pcrawat Gigi Penyelia 

Perawat Gigi Pelaksana Lanjutan 

Pe~awat Gigi Pelaksana 

... 
Perawat Gig•'Pelaksana Pamula 

PRESIDEN REPUBLIK INDONE~IA, 
ttd. 

BESARNYA 
TU NJ AN GAN 

Rp 500.000,00 

Rp 265.000,00 

Rp 240~000,00 

Rp 220.000,00 

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO 

.;.:~Salinan-s .. ~suai der.gan aslinya 

:'!J)( · Deputi :~ ·ekrntaris Kabinet 
I(/) "( ' !d ~ida grHukum, . .•. ·j 

...- ' -~ --- /~L__ - . , '~ \ <-· · ·~ ..... ·. ~? ,· /')&"::---" ~ . 
''-,-:'~_ 11tarnW1 / '. Nnhattands 
~-· 



NO 

1 

2 

\ 

PRESIOEN 
REPUBLIK INOONESIA 

LAMPIRAN XII 
PERATURAN PRES.IDEN REPU6LIK lrJDONESIA 
NOMOR 54 Tahun Z007 
TANGGAL : 28 Junl Z007 

I TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL 
NUTRISIONIS 

JABATAN 
fUNGSIONAL 

Nutrisionis Ahli 

•. 

i. 

I 

Nutrisionis Terampil 

JABATAN 

Nutrisionis Madya 

Nutrisionis Muda 

Nutrisionis Pertama 

Nutrisionis Penyelia . 
Nutrisionis Pelaksana lanjutan 

Nutrisionis Pelaksana 

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, . 
ttd. 

BESARNYA 
TUNJANGAN 

I 

Rp 850.000,00 

Rp 600.000,00 

Rp 300.000,,00 
I 

.. 

Rp 500.000,00 

Rp 265.000,00 

Rp 240.000,00 

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO 



~ ~ I > ' -\ 
_, / ·· \ · .. 7~ l. ,· ~·· . . ~ . \... ' . . ' . . 

• . ' 

PRESIDEN 
REPU8LIK INDONESIA 

LAMPIRAN XIII 
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 
NOMOR 54 Tahun 2001 . 
TANGGAL : 28 Juni 2007 

TUNJANGAN JABATAN FUNGSJONAL BIDAN 

JABATAN FUl\IGSIONAL . 

Bidan 

, .. 

JABATAN 

Bidan Penyelia 

B_idan Pelaksana Lanjutan 

Bidan Pelaksana 

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, 
ttd. 

BESARNYA 
TU NJ AN GAN 

Rp 500.000,00 

Rp 265.000,00 

Rp 240.qoo,oo 

DR. H. SUSILO BAMBANG YiJDHOYONO 



I 
• • \ t 

' .: ~ . , '"• \ 

' , ' l / - ' '· .• \ ' 

~- • ..,# IJ.. ~ 
.... ~ - / . / , 

I 

NO 

1 

2 

\ 

\ 

PRESIDEN 
REPUBLIK INDONESIA 

LAMPIRAN XIV 
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 
NOMOR 54 Tahun· 2007 
TANGGAL 28 Junl 2007 

TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL PERAWAT 

JABATAN FUNGSIONAL 

. 
Pl3rawat Ahli 

Perawat Tarampil 

JABATAN 

Perawat Madya 

Perawat Muda 

Perawat Pertama 

Perawat Penyelin 

Perawat Pelaksana lanjutan 

Perawat Pelaksana 
•. 

Perawat Pelaksana Pamula 

PRESIDEN REPUBLIK INOONESIA, 
ttd. 

BESARNYA 
TU NJ AN GAN 

Rp 850.000,00 

Rp 600.000,00 

Rp 300.000,0.0 

Rp 500.000,00 

Rp 265.000,00 

Rp 240.000,00 

Rp 220.000,00 

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO 

. ·-

' 



·., . . . / ~ 
.. . . 4C.. • \ 

.. ... t ,· • ' \ 
"\ .... /',~ ..,.... . . . . 

' ' 

.JABATAN FUNGSIONAL 

Radiografer 

' 

PRES I DEN 
REPUBLIK INDONESIA 

LAMPIRAN XV 
PERATURAN PRESIDEN R~PU(:JLIK INDONESIA 
NOMOR 54 Tahun 2007 
TANGGAL : 28 Juni 2007 

T~NJANGAN JABATAN FUNGSIONAL 
RADIOGRAFER 

\ 

JABATAN 

Radiografer Penyelia 

Radiograf er Pelaksana Lanjutan 
.. 

Radiografer Pelaksana 

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, 
ttd. 

BESARNYA 
TUNJANGAN 

Rp 500.000,00 

Rp 265.000,00 

Rp 240.000,00 

OR. H. SUSILO BAMBAN'J YUOHOYONO 

. 



.. .. • ""- 1t .. • t '., . ~ , \\ . fl. I ..,, • .~ ~< \ 
• "' . \ f • ' ' • 

PRES I OEN 
REPUBLIK INOONl!SIA 

LAMPIRAN XVI 
PERATURAN PRESIDEN REPUl;JLIK INDONESIA 
NOMOR 54 Tahun 2007 
TArJGGAL : 28 Juni 2007 

TUNJAN~AN JABATAN FUNGSIONAt 
PEREKJ\M MEDIS 

JABATAN FUNGSIONAL JABATAN BESARNYA · 
TU NJ AN GAN 

Peretam Medis 

. 

... ,' 

I . 
Pe.-ek~m Medis Penyelia 

Perekam Medis Pelaksana Lanjutan 

Perekam Medis Pelaksana 

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, 
ttd. 

Rp 500.000,00 

Rp 265.000,00 

Rp 240.000,00 

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO 

' 



I . ,._ '\. , 

t " ' ., ~·~ ·1> ... \ ~ 
" 4 ~\ ~ 

" ' • • 
"\ 

PRESIDEN 
REPUBLIK INDONESIA 

LAMPIRAN XVII 
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 
NOMOR 54 Tahun 2007 
TANGGAL : 28 Junl 2007 

TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAl 
TEKNISI ELEKTROMEDIS 

JABATAN FUNGSIONAL JABATAN 

T eknisi Elektromedis T eknisi Elektromedis Penyelia 

Teknisi Elektromedis Pelaksana Lanjutan 

T eknisi Elektromedis Pelaksana 

~ PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, 
ttd. 

BESARNYA 
TU NJ AN GAN 

Rp 500.000,00 

Hp 300.000,00 

Rp 240.000,00 

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO 

.. ) _,'. 

· '.>·:. Lambo·~~ ·v. Nahattands 
····--~· 

A ' 


